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MOTTO :

" Yang penting bukanlah dimana Anda berada dahulu atau dimana Anda
berada sekarang, melainkan kemana Anda akan tiba”
(David J. Schwartz)

“Anda tidak gagal apabila anda melakukan kesalahan, tetapi Anda gagal
apabila Anda sudah Menyerah”

Kupersembahkan kepada :

< Mama dan Papa yang selalu kucintai

< Adik-adikku yang tersayang

< Keluarga Besarku

< Sahabat dan teman-temanku

I Keluarga Besar Gemapala “WIGWAM”

< Keluarga Besar LNl (Lion Network
international)

< Almamaterku
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Dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa syukur dan puji atas
kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, hidayah dan Ridho-Nya serta Karunia
yang dilimpahkan-Nya sehingga penuis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa
pula penulis menghaturkan sembah sujud dan bakti tulus kepada kedua orang tua
tercinta Ibunda Suhaida Dan Ayahanda Djoharuddin Aini, yang telah membesarkan
dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang semenjak dikandungan
sampai dengan akhir zaman, serta doa yang diberikan untuk keberhasilan,
keselamatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Bank Indonesia terhadap
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)” ini dibuat
guna memeuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan.
Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh
penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat
dimaklumi.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua
pihak yang penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang

diperlukan untuk penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan perkembangan masyarakat pada era sekarang ini, semakin
banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepuasan materi dalam
hidupnya. Untuk mendapatkan materi kehidupannya itu, orang terdorong oleh cara-
cara mendapatkan uang baik dengan cara positif maupun negatif. Cara yang positif
dalam hal ini mendapatkan uang untuk meningkatkan kemakmurannya sesuai dengan
aturan yang berlaku dan berdasarkan nilai-nilai serta norma yang berlaku di
masyarakat. Sedangkan cara yang negatif, orang cendrung menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan uang demi kemakmuran materinya dan tentunya apa yang
dilakukan tidak lagi berdasarkan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat,

termasuk norma hukum.

Dalam hal orang mencari uang dengan cara negatif, uang tersebut biasa
disebut dengan “Uang Haram”:

Haram disini dapat diartikan secara luas, artinya ada uang yang didapat
seseorang dari hasil kejahatan, akan tetapi dalam hal pemutihan uang ada
kalanya diakukan suatu pemerintahan untuk memberikan pengampunan pajak,

sehingga seseorang tidak perlu dipersoalkan lagi pajaknya terhadap sejumlah
kekayaan tertentu'.

‘ " Loebby Loqr_nan, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering crime), Makalah
disampaikan p.adz.l Seminar Nasional tentang “Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002”, Kerjasama Kajian
Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT Bank Sumsel, Palembang, 15 Juli 2002.



Berkaitan dengan uang haram atau uang hasil kejahatan, sekarang ini para pelaku
kejahatan pada umumnya tidak langsung membelanjakan uang hasil kejahatan
tersebut. Pelaku kejahatan, biasanya mengupayakan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal uang kejahatan itu dengan memasukan ke dalam sistem keuangan,
terutama ke dalam bank. Dengan cara itu, asal-usul uang relatif sulit untuk dilacak
karena akan berbenturan dengan Kketentuan perundangan yang memberikan
perlindungan untuk masalah tertentu, misalnya tentang kerahasiaan bank. Kejahatan
seperti inilah yang sekarang dikenal dengan “Tindak Pidana Pencucian Uang atau
money laundering™*.
Seperti kasus pencucian uang dana deposito Dapensri (dana pensiun PT
Pupuk Sriwijaya) sebesar Rp31 milyar di Bank Internasional Indonesia (BII)
cabang Senen yang dilakukan oleh Lukman Hakim yang kasusnya sudah di
vonis dengan dakwaan tunggal Pencucian Uang oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 15 juli 2005 yang lalu dan ini merupakan kali
pertama pengadilan Indonesia memutuskan perkara dengan mendasarkan pada
Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sejak diberlakukannya
undang-undang tersebut pada tahun 20023,
Masalah money laundering belakangan ini makin mendapat perhatian khusus
dari dunia internasional, hal itu disebabkan oleh semakin maraknya tindak kejahatan

ini dari waktu ke waktu sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem

hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus

? Pasal 1 bagian 1, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan
atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa
pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelajakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakgpidé,ﬁ&;\
dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang sah y

: ~
www.hukumonline.com, PN Jaksel Jatuhkan Perkara Dengan Dakwadn ';Z’.ut_rgga'l-L A
Pencucian Uang, diakses tanggal 21/09/05. i AL e

o SIS
.b'/, 4..:_.)
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http://www.hukum

diberantas. “Financial Action Task Forc (FATF), sebuah organisasi internasional
yang bertujuan membebaskan bank dari praktik money laundering memperkirakan
jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis
haram narkotika berkisar antara US $ 300 dan US $ 500 milyar”, ini membuktikan
bahwa semakin banyaknya kegiatan pencucian uang atau money laundring di seluruh
dunia, itupun baru didata dari hasil kejahatan bisnis narkotika dan belum dari
kejahatan-kejahatan lain.

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukan Indonesia disamping 19
negara lain ke dalam daftar hitam Non cooperative countries or Territories (NCCTs)
atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) atau money laundering. Jika Indonesia dan negara lainnya yang masuk
daftar FATF itu tidak menangani TPPU atau money laundering secara sungguh-
sungguh, maka FATF akan tetap memberi tindakan yang semakin keras, tidak
tertutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi
perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain. FATF
memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut tentu saja dengan pengamatan dan
pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu
sumber sekaligus muara kegiatan money laundering.

Pemerintah Indonesia setelah gebrakan FATF termasuk desakan IMF, tahun

2001 persisnya setelah pernyataan FATF tersebut disampaikan, telah mempersiapkan

4 .
N.H.T Siahaan, Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, C
2, Jakarta, 2005, him 1. ’ pan, Cet. Ke



RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian lahirlah
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
sekarang telah ada perubahan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang, sebagai whjud keseriusan pemeritah Indonesia dalam
memberantas TPPU atau money laundering di dunia pada umumnya dan di Indonesia
pada khususnya.

Menindak lanjuti keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan
TPPU atau money laundering, pemerintah membuat suatu lembaga khusus untuk
penanganan masalah TPPU atau money laundering yaitu Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beroperasi secara penuh pada tangggal
17 Oktober 2003. Hingga berakhirnya tahun 2003, PPATK telah menerima 410
(empat ratus sepuluh) laporan transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious
Transaction Report — STR) dari 34 (tiga puluh empat) Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
yang seluruhnya bebentuk bank umum’®. Ini membuktikan bahwa PJK yang

berbentuk bank adalah lahan yang subur bagi penjahat untuk melakukan TPPU atau

money laundering.

* www.pikiran-rakyat.com, Pencucian Uang Bakal Merebak Menjelang Pemilu Melalui
Sumbangan Parpol, diakses tanggal 21/09/05



Fakta di atas menunjukkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang paling
banyak dijadikan tempat pencucian uang oleh pelaku adalah “bank umum™ karena
bank umum lah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu (salah satu karakteristik Bank Umum)’ yang
kesemuanya itu merupakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian
uang di bank umum.

Dengan memperhatikan kasus-kasus yang ada dimana bank umum berpotensi
sebagai ladang pencucian uang, menimbulkan pertanyaan yang menyangkut upaya
apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia® sebagai bank sentral dalam
pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering. Hal ini menjadi
penting mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan sebagai pusat
kontrol peredaran uang diseluruh bank umum di Indonesia, karena itu penulis merasa
perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Peran Bank Indonesia Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

(Money Laundering)”

¢ Pasal I bagian. 1, Psl.1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
dalam ke;iatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 99.

® Pasal. I bagian. 1, Psl.1 angka 20 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah
Bank Sentral republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang beraku.



B. Perumusan Masalah
Memperhatikan kembali uraian dalam alasan pemilihan judul tersebut di atas,
maka peneliti akan mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah upaya Bank Indonesia dalam pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang (money laundering).
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Bank Indonesia dalam upaya

pencegahan Tindak Pidana pencucian Uang (money laundering).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia terhadap
pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering dalam
rangka penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh Bank Indonesia berperan dalam pencegahan

dan pemberantasan TPPU (money laundering) di Indonesia.



2. Untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang ditemui Bank Indonesia

dalam mencegah TPPU (money laundering) di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran dan konsep serta
bahan wacana diskusi ilmiah di bidang hukum terutama kejahatan di bidang
perbankan khususnya TPPU atau money laundering.
b. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi praktisi
hukum dan pemerhati ekonomi dan bisnis tentang kejahatan perbankan pada

umumnya dan TPPU atau money laundering pada khususnya.

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan bentuk deskriftif-analitis
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan
masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat tertentu.” Dalam hal
penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana cara-cara atau upaya yang
dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat ini yang bertujuan untuk mencegah

terjadinya money laundering.

o Usmawadi, Petunjuk Penulisan llmiah Bidang hukum; Materi Pokok Pendidikan dan

Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Palembang, 2005, him.209.



2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris
atau yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berkaitan
dengan praktek/upaya/tindakan yang telah dilakukan Bank Indonesia sebagai bank
sentral yang berfungsi sebagai pusat kontrol peredaran uang, untuk mencegah
terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering), yang dapat dilihat
dari dokumentasi dari Bank Indonesia.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang (Ibu Kota Propinsi Sumatera
Selatan), yaitu Bank Indonesia cabang Palembang, merupakan salah satu perwakilan
dari Bank Indonesia yang dapat dimintai keterangan untuk membantu penelitian
untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.
4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok yang didapat dari

penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Bank Indonesia.
4.2  Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:



1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan,
seperti Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang —undang No. 3 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-
undang No. 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang
No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Peraturan-peraturan tertulis
lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian,
artikel, jurnal hukum, hasil-hasil seminar, buku-buku literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus

perbankan dan jurnal ilmiah.
5. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (field research). Penelitian
lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer

berupa keterangan atau informasi dari nara sumber. Alat pengumpulan
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data yang digunakan daam penelitian lapangan ini adalah wawancara tidak
berencana (tidak berpatokan), yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa
peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi
peneliti tidak terlampau mengikat pada aturan-aturan yang ketat, alat yang
digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang
ditanyakan'® dan alat tulis.
b. Data Sekunder
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan (/ibrary research) atau studi
dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-
teori hukum , asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serata penelitian
pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat
berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah
lainnya.
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen akan dianalisis secara deskriptif,
dan dikonsultasikan kepada Bank Indonesia, yang menyangkut dokumen Bank
Indonesia. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat
diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber datanya.
Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan

analisis data secara deskriptif-analitis, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan

"Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, cet.ke 3, Jakarta, 2001, hlm. 91
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sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat
terjawab. Konsepsi tersebut disajikan berupa suatu hasil penelitian yang bersifat

kualitatif,
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